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BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab V maka dapat

disimpulkan faktor-faktor keterlambatan pelaporan keuangan pada

DinasKesehatanProvinsi NTT, sebagai berikut:

1.KurangnyaSumberDayaManusia (SDM) dapatmenyebabkanketerlambatan,

sehinggatidaktepatwaktudalampenyampaianlaporankeuangan. Hal

inidisebabkanpenempatankondisi sub bagianakuntansi/

pengelolakeuangandenganlatarbelakangpendidikan yang

belumsesuaidenganbidangnya.

2.

KurangnyaupdateaplikasidalampemanfaatanTeknologiinformasidapatmenyeb

abkanketerlambatansehinggatidaktepatwaktudalampenyampaianlaporankeuan

gan. Hal inidikarenakanjaringan internet yang kurangmemadaisertaaplikasi

yang seringupdate.

3.

Tidakadanyapemisahantugasdapatmenyebabkanketerlambatansehinggatidakte

patwaktudalampenyampaianlaporankeuangan. Hal

inidikarenakantidakadanyapembagiantugas yang

baikdalamorganisasitersebutsehinggapegawaimempunyairangkapjabatandala

mmenjalankantugas.
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4.

Ketidaktaanpegawaimengenaiaturanhukumdapatmenyebabkanketerlambatans

ehinggatidaktepatwaktudalampenyampaianlaporankeuangan. Hal

inidikarenakanminimnyapemahamanpegawai yang

menyusunlaporankeuangandanpengelolapanjardalammengajukanpanjarmenge

naiPeraturanPemerintahtentangPelaporanKeuangan.

6.2. Saran

Berdasarkanhasil analisis keterlambatanpelaporankeuangan pada Dinas

KesehatanProvinsi NTT, disarankan beberapa hal :

1.  BagiDinasKesehatanProvinsi NTT, agar

dapatmeningkatkankinerjanyadalammengelolakeuangandenganmemperhatik

anSumberDayaManusia yang sesuaidenganlatarbelakangpendidikan yang

dimiliki.

2. Bagi Sub BagianKeuangandiharapkandapatmemaksimalisasijaringan internet

dalammemperlancarpenyusunan,

penyajiandanpenyampaianlaporankeuangan.

3. Komunikasi dan koordinasi rutin  (briefing ) antara pimpinan dengan staf

terkait dengan  Tugas, Pokok dan Fungsi masing – masing jabatan

staf(pemerataan pekerjaan/tugas).

4..Memahamidanmentaatiaturanhukum yang berlaku.

5. Untukpenelitiselanjutnya agar menjadibahanacuanuntukpenelitianselanjutnya.
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